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  Sejak berlakunya UU Fidusia, maka penyerahan hak milik secara fidusia 
oleh debitor kepada kreditor, tentunya harus memenuhi syarat yang diatur dalam UU 
Fidusia, yaitu harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dalam 
hal debitor mengalami keterlambatan pembayaran, pihak kreditor dengan 
menunjukkan Sertifikat Fidusia langsung melakukan penarikan kendaraan bermotor 
dari tangan debitor. Padahal berdasarkan pengakuan pihak debitor, bahwa dirinya  
tidak pernah datang menghadap pada seorang Notaris untuk menandatangani 
perjanjian jaminan fidusia. Oleh karena tidak ada akta fidusia yang dibuat oleh 
notaris, tentunya tidak akan pernah ada Sertifikat Jaminan Fidusia. 
  Permasalahan yang akan dikaji adalah: Bagaimanakah praktik perjanjian 
jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor antara debitor dengan 
kreditor? Dan Bagaimana keabsahan sertifikat fidusia pada pembelian kendaraan 
bermotor dengan adanya pemberian kuasa oleh debitor kepada kreditor yang dibuat 
di bawah tangan? 
  Tipe penelitian dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu 
penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya 
dengan permasalahan yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud 
adalah UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
  Hasil pembahasan dari permasalahan tesis ini adalah praktik perjanjian 
jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor hanya dilakukan di bawah 
tangan tanpa adanya peran notaris sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU 
Fidusia yang mengharuskan perjanjian jaminan fidusia dituangkan dengan akta 
otentik yang dibuat oleh notaris. Sertifikat jaminan fidusia pada pembelian 
kendaraan bermotor dengan adanya pemberian kuasa oleh debitor kepada kreditor 
yang dibuat di bawah tangan dengan sendirinya tidak sah, karena sertifikat jaminan 
fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan 
pendaftaran akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. 
 
 












 Since the enactment of Law Fiduciary, the delivery of property rights in a 
fiduciary by the debtor to the creditor, must fulfill the conditions stipulated in the Act 
Fiduciary, which must be set forth in an authentic deed made by the notary. In the 
case of delayed payment the debtor, the creditor to show Fiduciary Certificates 
directly withdraw the motor vehicle from the hands of the debtor. Though based on 
the recognition of the debtor, that he had never come at a Notary to sign a fiduciary 
agreement. Therefore there is no fiduciary deed made by the notary, of course, there 
will never Fiduciary Certificates. 
 Issues to be examined are: How does the practice of fiduciary agreement in 
the purchase of motor vehicles between the debtor to the creditor? And How validity 
of fiduciary certificates on the purchase of motor vehicles with their authorization by 
the debtor to the creditor who made underhand? 
 This type of research in this thesis is a normative juridical research type, 
study on the legislation in force and no relation to the issues discussed. Legislation 
in question is Law No. 42 of 1999 about Fiduciary. The approach used in this study 
is the approach of legislation (statute approach) and the conceptual approach 
(conceptual approach). 
 Results of the discussion of the problems of this thesis is the practice of 
fiduciary agreement in the purchase of motor vehicles is only done under the hand 
without the role of the notary as required by Article 5, paragraph (1) of the Act 
which requires agreement Fiduciary fiduciary poured authentic deed made by the 
notary. Certificate of fiduciary guarantee on the purchase of motor vehicles with 
their authorization by the debtor to the creditor made under hand by itself is not 
valid, because the fiduciary guarantee certificate issued by the Registry Office 
Fiduciary based registration fiduciary deed made by the notary. 
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P E N U T U P 
 
4.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Praktik perjanjian jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor antara 
debitor dengan kreditor hanya dilakukan di bawah tangan tanpa adanya peran 
notaris sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 
yang mengharuskan perjanjian jaminan fidusia harus dituangkan dengan akta 
otentik yang dibuat oleh notaris. Pihak kreditor telah menyiapkan aplikasi atau 
form perjanjian baku yaitu perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditor, 
dan pihak debitor hanya tinggal menandatangani form perjanjian jaminan 
tersebut. 
b. Keabsahan sertifikat jaminan fidusia pada pembelian kendaraan bermotor dengan 
adanya pemberian kuasa oleh debitor kepada kreditor yang dibuat di bawah 
tangan, dengan sendirinya tidak sah, karena sertifikat jaminan fidusia yang 
diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan pendaftaran 
akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Oleh karena akta jaminan fidusia 
tidak pernah ada karena perjanjian jaminan fidusia antara debitor dengan kreditor 
  
hanya dibuat di bawah tangan, jelas tidak mungkin ada akta fidusia yang akan 
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 
4.2. Saran 
 Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dikemukakan 
saran sebagai berikut: 
a. Oleh karena Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 mensyaratkan perjanjian 
jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, seyogyanya pemerintah melalui 
institusi terkait melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dalam 
pembelian kendaraan bermotor dengan maksud agar pihak kreditor yaitu lembaga 
pembiayaan membuat perjanjian jaminan fidusia dengan akta otentik yang dibuat 
oleh notaris sehingga akan diperoleh kepastian hukum bagi para pihak. 
b. Apabila terbukti ada perjanjian jaminan fidusia yang hanya dibuat di bawah 
tangan dan pihak kreditor melakukan penarikan jaminan berupa kendaraan 
bermotor dari tangan debitor dengan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, 
seyogyanya ada penerapan sanksi pidana pemalsuan, karena tanpa adanya akta 
jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tentunya tidak akan mungkin terbit 
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